
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 

DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas 

penyelenggaraan otonomi Dii.erah, terutama 
implementasi kewenangan terkait pendapatan Daerah, 
diperlukan adanya perubahan organisasi dan tata kerja 
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jombang; 

b. bahwa untuk melaksanakan ha! sebagaimana tersebut 
pada huruf a, perlu mengubah kembali Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dalam 
Peraturan Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran 
Daerah Kabupaten JombangTahun 2008 Nomor 4/E); 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D); 

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2008 Nomor 7 /D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/D); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 
BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7 /D) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2011 Nomor 9 /D) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) ditambah satu huruf yaitu 

huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (4) berbunyi 
sebagai berikut: 

"Pasal 11 
(4) Bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) membawahi: 
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 

b. Seksi Penetapan; 
c. Seksi Penagihan dan Pelaporan. 
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2. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga secara 
keseluruhan Lampiran VIII sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 29 Mei 2013 

Plt.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG, 

~u SAN 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 18 April 2013 
BUPATI JOMBANG, 

SUYANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7 /D 

D:\HUKUM 1 \RAPERDA 2013\5 raperda kedewan 25 maret 2013\DRAF_PERUBAHAN PERDA DPPKAD.doc 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 
BIDANG BIDANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH 

I 

SEKSI SEKSIPENDATAAN 
~ -PERENCANAANANGGARAN DAN PENDAFTARAN 

SEKSI 
f.- -

I 

SUB BAGIAN 
UMUM 

I 
BIDANG 

AKUNTANSI 

.I 

SEKSI 
AKUNTANSI 

SEKSI 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

SEKSI PENETAPAN 
PEMBINAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

SEKSI PENAGIHAN 
~ 

DAN PELAPORAN 

I UNIT PELAKSANA I 
TEKNIS DINAS 

LAMPIRAN Vlll:PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR : 7 TAHUN 2013 
TANGGAL: 18 APRIL 2013 

SEKRETARIAT I 
I 
I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
KEUANGAN PENYUSUNAN PROGRAM 

OAN PELAPORAN 

I 
BIDANG 

BIDANG 
BENDAHARA UMUM 

ASET DAERAH 
DAERAH 

I I 

SEKSI SEKSI 
PENGELOLAAN DAN 1--

PENERIMAAN -
INVENTARISASI ASET 

SEKSI SEKSI - -PENGELUARAN PENGOLAHAN DATA DAN 
PENGENDALIAN ASET 

BUPATI JOMBANG, 

~~~ 

SUYANTO 

' .,,•}· 

"..I:, ~ 41, 


